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ABSTRAK

Pada awal bulan Oktober 2005 pemerintah bersama DPR memutuskan kenatkan
harga bahan bakar minyak. Kenaikan tersebut berkisar rata-rata di atas seratus persen.
Dikarenakan kenaikan tersebut melampui batas nilai kewajaran kemampuan rata-rata
warga negara. Maka pada akhirnya hal itu banyak ditentang rakyat, termasuk para pakar
ekonomi nasional seperti Kwik Kian Gie, Faisal Basri, dan Mubyarto. Mereka
berpendapat bahwa pemerintah dalam menghapus subsidi BBM bukanlah kebijakan yang
berdin sendiri, melainkan berkaitan dengan kebijakan besar liberalisasi ekonomi yang
sekarang yang tengah berlangsung di Indonesia yang secara khusus kebijakan
penghapusan subsidi berkaitan dengan kebijakan uang ketat yang merupakan bagian dari
pelaksaan agenda konsesus Wasington, yang bertujuan memperbesar peranan mekanisme
pasar dalam penyelenggaraan perekonomian di Indonesia. Pemerintah cenderung
membela kepentingan penguasa kuat. Hak itu sangat bertentangan dengan Pancasila dan
UUD 1945 pada Pasal 33.

Kenaikan harga BBM tahun 2005 yang terjadi dua kali juga menjadikan rakyat
miskin meningkat, menurut penelitian LPEM-UI bulan Maret sebelumn kenaikan periode
kedua pada bulan Oktober, menghasilkan simulasi bahwa dengan kenaikan harga BBM
yang diikuti dengan penyaluran dana kompensasi BBM terjadi peningkatan penduduk
miskin sebesar 1,95 persen. Seolah-olah dalam hal ini pemerintah tidak adil dalam
memutuskan kenaikan harga.

Keputusan penetapan harga tersebut merupakan sebuah masalah yang menarik
untuk dikaji. Hal tersebut memberikan memberikan kesempatan kepada penyusun untuk
mengkaji sejauh mana keadilan dan kemaslahatan yang diambil pemerintah dalam
keputusan tersebut, karena sumber daya alam merupakan hak milik kolektif/negara yang
digunakan untuk kepentingan rakyat.

Dikarenakan kajian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan mengambil data
dari opini, artikel serta analisis para pakar ekonomi, dengan menggunakan pendekatan
yuridis-normatif, yaitu menyangkut peraturan perundang-undangan dalam hal ini Perpres
terhadap kebijakan kenaikan harga BBM. Normatif, didasarkan pada hukum Islam baik
berasal dari al-Qur’an dan al-Sunah serta kaidah-kaidah fikih yang terkait dengan dengan
etika keadilan dan kemaslahtan dan juga pendapat para pemikir ulama terdahulu. Sifat
penelitian ini adalah preskriptif, yaitu dengan memberikan penilaian terhadap masalah
yang diselidiki. :

Berdasarkan metode ryang digunakan, maka: tegjawab kesimputan, bahwa harga
BBM di Indonesia harus equivalen-dengan harga minyak mentah dunia: Oleh karena itu
pemerintah harus menyesuiakan dengan naik turunnya harga minyak mentah dunia, jika
tidak maka anggaran subsidi BBM akan membengkak dan sekaligus berakibat pada
defisit yang besar dan memberatkan APBN, dan secara tidak langsung pemerintah juga
mencabut subsidi dan kemudian dialihkan untuk rakyat miskin. Dengan kata lain bahwa
harga BBM mabhal, tapi tidak digunakan sebagai suatu monopoli untuk memperoleh laba
maksimal. Disitulah letak kemaslahatan pemerintah dalam menjalankan kebijakan sumber
energi..
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( al- Insyirah (94) : 6-8 )



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan

pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- ba’ b be
< ta' 0 te
Sy sa’ § s (dengan titik di atas)
a jim j je |
d ha’ h h (dengan titik di bawah)
é kha' kh Ka dan ha
J dal d de B
3 zal 7 z (dengan titik di atas)
D) ra‘ y cr
B zai 2 zet
8L sin S es
‘_ﬁ : " syin sy Es dan ye
U sad ) es (dengan titik di bawah}
U< dad d de (dengan titik di bawah)
1 | ta t te (dengan titik di bawah)__
L za Z ze (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ " koma terbalik di atas
' t gain g ge




3 Fa f ef
LB gaf 0 qi
| kaf k ka
d lam 1 ‘el
& mim m ‘e
d nun n : en
S waw w w
- ha’ h ha
apostrof  (tetapi  tidak
& hamzah ; dilambangkan apabila ter-
letak di awal kata)
Lf ya y ye

B Konsonon Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

3% Lo ditulis Muta addidah
e ditilis ‘iddah

‘C. Ta’ marbutah di Akhir Kata
1. bila dimatikan ditulis /2

ila ditulis hikmah

ile ditulis llah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata- kata arab yang sudah terserap dalm

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).
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2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaanya kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan A.

Aol S el ditulis - Karamah al-auliya’
38 5 ykadll ditulis : Zakah al-fitri
D.Vokal Pendek
I ditulis a
Jxd fathah ditulis fa'ala
I ditulis 1l
<3 kasrah ditulis zukira
——ee ditulis u
RN dammah ditulis vazhabu
E. Vokal Pendek
1 Fathah+ alif ditulis a
Llals ditulis Jahiliyah
2 Fathah+ ya’ mati ditulis a
I ditulis Tansa
3 kasrah+ya’ mati ditulis i
NS ditulis Karim
4 | Dammah+ wawu mati ditulis u
g ditulis Furud
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F. Vokal Rangkap

1 Fathah+ ya’ mati ditulis ai
55-3:.‘-.’ ditulis bainakum

2 Fathah+ wawu mati ditulis au
Js ditulis gaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

et} ditulis a’antum
Caaaed ditulis u iddat
o 3 S ditulis : la 'insyakartum

“H. Kata Sandang Alif+ lam

Baik diikuti huruf Qamariyah  maupun Syamsiyah ditulis dengan

menggunakan huruf “al”

BN ditulis al-Qur’an
ksl ditulis al-Qiyas
PRV | ditulis al-Sama’
el ditulis al-Syams
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L Penulisan Kata- kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penulisannya
Ua il 59 ditulis Zawil al-furud

Al Jal ditulis

ahl al-sunnah
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A

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia, energi selalu merupakan salah satu kebutuhan
pokok, baik itu energi primer maupun sekunder. Sejarah menunjukkan adanya
kaitan yang erat antara ketersediaan dan kemampuaﬁ menggunakan energi dengan
keampuan taraf hidup dan peradaban manusia.’

Sumber energi terbagi menjadi dua bagian besar yaitu terbarukan
(renewable) dan tak terbarukan (non- renewable). Yang menjadi perhatian khusus
adalah sumber energi mineral yang tak terbarukan, dan hal ini bisa menjadi suatu
masalah yang besar jika tidak perhatikan dam direncanakan sebaik-baiknya, di
karenakan jumlahnya terbatas dan akan habis dengan cepat. Oleh karena itu perlu
diketahui berapa cadangan sumber energi mineral yang tak terbarukan di
Indonesia dan mengetahui produksi serta pemanfaatannya agar dapat digunakan
dan diatur secara tepat dan efisien.”

Indonsia sebagai negara penghasil dan pengekspor minyak bumi, yang
tergabung dalam  OPEC (Organization ' of’ Petrolium Countries). Bahwa '
kandungan minyak bumi di Indonesia diperkirakan mencapai 72,1 milar barel.
Bila tingkat penyedotannya diperkirakan 30 %, cadangan yang dapat disedot

sekitar 26,1 miliar barel. Padahal minyak mentah yang disedot sejak tahun 1950

! Lihat Warta Pertamina, Penjelasan Pemeriniah Mengenenai Harga BBM, No:
3/XXVII/1991, him. 4. : :

2Am Widodo, “Kebijakan Pemerintah Penghapusan. Subsidi Bahan Bakar Minyak,”
Jurnal Bisnis dan Ekonomi Politik, vol. 6 (3 Oktober 2005), hlm. 24.



hingga kini (1990) mencapai 13,1 miliar barel. Sehingga diperkirakan habis tahun
2007 bila per-tahun kita menyedotnya 0,5 miliar barel.® Sehingga perkembangan
beberapa tahun terakir 1m menunjukkan bahwa energi dapat menjadi suatu simpul
yang kritis dalam mata rantai kegiatan pembangunan. Kemampuan pemerintah
sangatlah terbatas untuk menyediakannya untuk komsumsi BBM dalam negeri.
Berdasarkan data dalam APBN tahun 2005 diperkirakan harga minyak
bumi sebesar US$ 24 per barel, sehingga jumlah total subsidi BBM dialokasikan
sebesar Rp. 21,0 trilyun (1% PDB) dengan defisit sebesar Rp. 17,4 trilyun (0,8%
PDB). Namun pada kenyataannya harga minyak dunia 2005 membengkak bahkan
pernah menembus US$ 70/barel, sehingga beban subsidi BBM menjadi Rp. 113,7
trilyun (4,3% PDB). Akibatnya APBN mengalami defisit sekitar Rp. 46,3 trilyun
(1,7% PDB). Dan dart sini ada gap sebesar Rp 23,2 trilyun yang sulit dicarikan
cara untuk memenuhi atau menyelesaikannya; serta mengancam upaya menjaga
keseimbangan fiskal. Apabila harga BBM disesuaikan maka subsidi BBM dapat
dikurangi menjadi Rp. 89,2 trilyun, dan defisit akan turun menjadi Rp.25,1 trilyun

(0,9% PDB).* Hal inilah yang menjadi alasan pemerintah menaikkan harga BBM.

Keputusan pemerintah menetapkan harga baru bahan bakar minyak pada
tanggal 1 Oktober 2005 yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 55 tahun
2005 yang berpijak. UU No 22 tahun 2001. (meskipun menurut penemuan

Mahkamah Konstitusi penerbitan kepres itu keliru karena UU itu telah di revisi

} Ensiklopedi Nasional Indonesia, (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1990), him. 332.

* George Junuc Aditjondro, “Refleksi Sosial Agamawan Terhadap Kenaikan Harga BBM
di Indonesia”, makalah ini disampaikan pada diskusi pubhk, dxselenggarakan oleh CRSD UIN
Sunan Kalqaga, Yogvakarta, Rabu 23 November 2005.




MK pada tanggal 21 Desember 2004 °). Dalam UU. 22 tahun 2001 diharapkan
dapat memberikan insentif kepada investor pertambangan untuk menanamkan
modalnya di Indonesia dan memperbesar peranan mekanisme pasar dalam

penyelenggaraan perekonomian Indonesia.

Akan tetapi kenaikan itu dinilai melampui batas kemampuan masyarakat,
khususnya masyarakat kecil, untuk bisa sekedar ménerima kenaikan BBM yang
sebelumnya diprediksi oleh Sofyan Efendi akan berkisar antara tiga puluh lima
persen sampai lima puluh persen.® Lebih lanjut pengamat ekonomi Faisal Basri
mengatakan, pemerintah dinilai keterlaluan karena melampui batas kemampuan
masyarakat yang hanya bisa menanggung kenaikan sekitar 50 persen, karena
kompensasi pemerintah tidak sebanding.” Bahkan menurut kajian LPEM-UI pada
bulan Maret 2005 sebelum kenaikan pada periode kedua yaitu pada bulan Oktober
menghasilkan simulasi bahwa dengan kenaikan harga BBM 29 persen diikuti
penyaluran dana kompensasi BBM, terjadi peningkatan penduduk miskin sebesar

1,9 5 % dani 16,66 % tahun 2004 menjadi 18,61 % tahun 20058

Pengurangan subsidi yang berakibat pada kenaikan harga, memberikan

beban lebih berat pada kehidupan sehari-hari rakyat banyak, lebih dari itu juga

3 Bussines News, “Keppres 55/2005 Ilegal,” No: 7272, (12 Oktober 2005), him. 2.

§ Bussines News. “Mencari makna dari Kenaikan Harga BBM 100 Persen,” No. 7268, (3
Oktober 2005), hlm. 6.

7 Kompas, “Pemerintah Keterlaluan Kenaikan harga BBM Melampui Kemampuan
Masyarakat,” (1 Oktober 2005), him. 1.

% Hamonangan Ritonga, “Dampak Kenaikan BBM Terhadap Kemiskinan,"Makalah ini
disampaikan pada Diskusi Kajian Ilmiah Bangkit Jakarta, diselenggarakan LPEM- U, Jakarta, 12
Maret 2005, him. 1. . .



akan memberikan beban pada rakyat miskin. Lebih baik pemerintah menaggung
bebannya. Masyarakat akan membiarkan golongan mampu ikut menikmati
subsidi, asalkan rakyat miskin juga mendapatkan subsidi BBM tersebut, ini akan
dianggap lebih baik. Bagi masyarakat miskin, pengurangan subsidi akan
berdampak pada merosotnya daya beli ierutama pada kebutuhan pokok lainnya

yang harganya juga ikut meningkat.9

Secara khusus pemerintah memberikan alasan bahwa kebijkan ni
dilakukan untuk menyelamatkan bangsa, menyelamatkan ekonomi nasional dan
menyelamatkan segalanya walaupun pilihan itu tidaklah mudah, pahit dan tidak
populer. Tetapi apakah apa yang dikemukakan presiden itu terlaksana apa yang
diharapkan? Meskipun ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bertumbuh
dengan angka pertumbuhan yang cukup tinggi, rata-rata tujuh persen per tahun,

rakyat miskin tetap tidak bisa menikmatinya. "’

Dalam teori kebijakan publik, dijelaskan bahwa kebijakan yang
menyangkut keepentingan umum haruslah berdasar pada kemampuan dan
kebutuhan rata-rata warga negara, seperti kebijakan dalam harga BBM dan tarif
dasar listrik. Namun bagi yang mampu kebijakan tersebut tidak terlalu

berpengaruly; tetapi yang kemampuannya di bawah rata-rata kebijakan tersebut

® Mubyarto dkk, Menggugat Ketimpangan dan Ketidakadilan Ekonomi Nasional,
(Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP)- UGM, 2005}, him. 28.

10 pyssines News, “Mencari Makna Dari Kenaikan Harga 100 Persen,” him. 6.



sangat membebankan, schingga diperlukan komplemen social walfare policy

(kebijakan kesejahteraan sosial), dan secara ekonomik perlu subsidi. 1

Terlepas dari persoalan di atas, peran pemerintah dan kebijakan yang
dihasilkan dalam perekonomian tergantung pada tujuan-tujuan perekonomian
fersebut. Tujuan dasar dari perekonimian Islam adalah menciptakan keadilan dan
Femakmuran (‘adl wal ihsan). Dalam konteks ke Indonesian dalam falsafah
negara pancasila dan dari sini pulalah perekonomian seyogyanya diturunkan.
Butir-butir yang terkandung dalam pancasila sepintas semuanya tampak sejalan
gengan tujuan Islam, namun penyimpangan dalam proses mewujudkan tujuan
inilah yang tak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Sebagai contoh salah satu
dalam pancasila yang paling dekat dengan perekonomian adalah keadilan sosial,

yang juga merupakan tujuan ekonomi Islam. 1
Keadilan sosial ini tertuang dalam Firman Allah:
LS aSia g W g Janilly elagd & sal 8 ) 538 ) il 03D e b
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! Noeng Muhadjir, Kebijakan dan Perencanaan Sosial (Yogyakarta: Rake Sarasin,
2000), him. 33.

12 M. B. Hendri Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islam (Yogyakarta: Ekonisa, 2003),
him. 59. )

13 Al- Maidah (5 ): 8.



Bahwa keadilan yang berarti kebebasan yang bersyarat dan terikat oleh
akhlak terpuji (ahlakul karimah), merupakan kebebasan yang terkandung di

dalamnya rasa tanggung jawab moral atas sosial terhadap masyarakat sekitarnya.™

Dapat dikatakan bahwa pemerintah dalam menetapkan kebijakan tersebut
yang seolah-olah mengabaikan kepentingan rakyat yang berseberangan dengan
fungsi dan peranannya karena ketetapan kenaikan‘tersebut dianggap tidak wajar
dan melampui batas. Di manakah letat keadilan dan kemaslahatan atas kenaikan
BBM?, yang scharusnya pemerintah menjaga kestabilan harga BBM demi

kesejahteraan rakyat Indonesia.
B. Pokok Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah di atas maka dapat penulis

rumuskan pokok masalahnya:
1. Bagaimana penetapan harga bahan bakar minyak di Indonesia?

2. Bagaimana kajian fikih terhadap penetapan harga bahan bakar minyak

tahun 20052

3. Sejauh mana implementasi prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam

penetapan harga bahan bakar minyak?

" [khwan Hamdani, Sistem Pasar Pengawasan Ekonomi (Hisbah) dalam Persepektif
Islam (Jakarta: Nur Insani Press, t.t.), him. 68.



C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan penelitian

a. Untuk mendeskripsikan proses penetapan harga bahan bakar minyak

di Indonesia.

b. Untuk mendeskripsikan dan mengahalisis kajian fikih terhadap

penetapan harga bahan bakar minyak.

¢. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi prinsip keadilan dan

kemaslahatan dalam penetapan harga bahan bakar minyak.
2. Kegunaan penelitian

a. Secara akademis, memberikan sumbangsih penyusun kepada khasanah
keilmuan Islam khususnya dalam masalah kebijakan penetapan harga

yang adil.

b. Secara praktis, memberikan masukan dan sebagai pertimbangan

pemerintah‘dalam memutuskan kebijakan selanjutnya.
D. Telaah Pustaka

Sesuai dengan-pokok permasalahan penyelidikan i, maka penyusun
berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevansi terhadap masalah
yang menjadi obyek péneh'tian dalam rangka menemukan kesimpulan relevansi

hasil penelitian maupun buku, baik dari sisi lingkup maupun model kajian.



Buku yang berjudul Menggugat Ketimpangan dan Ketidakadilan Ekonomi
Nasional (Mengurai Benang Kusut Sub.gidi BBM dan Defisit APBN), merupakan
salah satu karya yang membahas mengenai penolakan rakyat terhadap kenaikan
harga bahan bakar minyak. Buku tipis ini merupakan kumpulan makalah hasil
kajian dari Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP)-UGM yang ditulis oleh para
pakar ekonomi UGM. Mubyarto menuliskan, “bahwa kebijakan kenaikan harga
bahan bakar minyak sangat bertentangan dengan logika ekonomi Pancasila,
karena dalam pengurangan atau penghapusan subsidi atas harga BBM tidak tepat
karena pemerintah masih memperhatikan dan memberikan subsidi 60 trilyun per
tahun terhadap perbankkan yang jelas berpihak pada orang-orang kaya pemilik

modal®.

Begitu juga pendapat Refriswond Baswir, menuliskan bahwa kebijakan
mengenai harga bahan bakar minyak yang terkait penghapusan subsidi, kebijakan
itu tidaklah berdiri sendiri yang diterapkan oleh pemerintah akan tetapi berkaitan
dengan liberalisme ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia dan
memberikan peluang insentif bagi investor pertambangan untuk menanamkan
modalnya di Indonesia. - Dengan landasan adanya Undang-undang Minyak dan

Gas No. 22/2005.1¢

15 Mubyarto, Menggugat Ketimpangan dan Ketidakadilan Ekonomi Nasional; Mengurai
Benang Kusut Subsidi BBM dan Defisit APBN (Yogyakarta: PUSTEP- UGM 2005), him. 12.

16 Refﬁéond Baswir.” “Mengapa Masyarakat (perlu) Menolak Kenaikan Harga BBM”,
(Yogyakarta: PUSTEP- UGM, 2005), him. 20. .



Berbeda dengan tulisan Ainun Naim, yang cenderung berpihak pemerintah
dalam menaikkan harga BBM, dalam analisisnya, bahwa sumber dari
ketidakadilan dalam harga BBM adalah sebab dari distorsi pasar, karena sistem
subsidi dan penentuan harga BBM oleh pemerintah telah menimbulkan
penyalahgunaan dan penyelundupan yang sulit untuk dicegah, sehingga beban

hidup rakyat ditimbulkan dari implikasi distorsi pasar."’

Sementara itu dalam sebuah artikel yang ditulis dalam “Jurnal Bisnis dan
Ekonomi Politik, Arum Widodo menuliskan artikel tentang “Kebijakan
Penghapusan Subsidi BBM,” bahwa hal itu pasti akan menambah kesengsaraan
masyarakat Indonesia yang dalam beberapa tahun ini masih dalam taraf
pemulihan ekonomi, karena krisis ckonomi sejak tahun 1997. Penghapusan
subsidi ini meskipun akan membawa dampak yang berat pada masyarakat, tetapi
juga akan membawa dampak positif yang lebih besar, dengan diterapkannya harga
jual BBM dengan harga jual impor melalui penyelundupan secara otomatis akan

berhenti dengan sendiri.

Sejauh pengetahuan penyusun belum sama sekali ada skripsi yang
membahas mengenai kebijakan pemerintah dalam peneatapan harga BBM, namun
ada skirpsi dengan judul “Konseb Ibnu Taimiyah tentang Intervensi Pemerintah
dalam Penétapan. Harga,” yang disusun oleh Asep Basir. Skripsi ini secara khusus

tidak membahas mengenai kebijakan harga BBM tetapi lebih bersifat umum

7 Ainun Naim, “Penghapusan Subsidi BBM dan Deregulasi Sektor Hilir Migas: Hati- hati
dengan Kegagalan Pasar”, (Yogyakarta: PUSTEP- UGM, 2005), him. 62.

'8 Arum Widodo, “Kebijakan Penghapusan Subsidi Bahan Bakar Minyak, him. 32.
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tentang konsep regulasi harga yang adil, lebih lanjut bahwa regulasi harga pasar
merupakan salah satu hal yang cukup mendesak untuk dapat diwujudkan karena
plenyangkut kepentingan dan kemaslahatan banyak. Harga yang adil merupakan
ﬁnerupakan prasyarat untuk menegakkan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan

(naqz?sidu 1asyri’.”
E. Kerangka Teoretik

Sebuah teori yang lazim kita kenal dalam perekonomian konvensional
mengenai kebijakan pemerintah terhadap penetapan harga bahan bakar minyak,
yaitu pemerintah menetapkan bahan bakar minyak lebih rendah dari pada harga
pasar internasicnal, dengan alasan untuk melindungi konsumen dari harga yang
!t'e}lalu tinggi di pasaran internasional. Hal ini akan sangat membantu masyarakat.
Kenaikan harga BBM tahun 2005 dinilai terlalu melampui batas kemampuan rata-
rata masyarakat yang mengakibatkan daya beli masyarakat turun bahkan bisa
anjlok, karena diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok maupun harga

barang yang lain.

Dalam figih penetapan, harga. harus, diserahkan pada mekanisme pasar.
Harga harus dibiarkan naik turun secara alami tanpa rekayasa yang merugikan

dalam perputaran ekonomi (semua pihak). Sebagai misal, harga barang-barang di

v,/b.Qf _

® Asep Basir, Konsep Ibnu Taimiyah Tentang Intervensi Pemerintah dan Penetapan
Harga, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1999
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Madinah membumbung tinggi, umat Islam meminta Rasulullah untuk

mengintervensi menentukan harga (fas 'ir), namun Rasul menolaknya.zo

Dalam hadis dijelaskan:

e

Aoy ol Q& Jpa Jsm aee e Aaal (B pendi S8
il + pmanall g Al O s ) ey JUE el pmasd ¢ ymdl S
oSia aa) gudy i Bl GE G Y (s 35 1l cauldl
Y50 A Aalbey Gl

Hadis tersebut menjelaskan bahwa rasul menolak untuk ikut campur dalam
penetapan harga karena hal tersebut suatu kezaliman, sehingga ketetapan harga
harus disesuikan dengan mekanisme pasar (mengikuti hukum permintaan dan

penawaran).

Akan tetapi banyak di antara ulama yang memperbolehkan fas’ir
(pematokan harga) diserahkan kepada pemerintah karena kondisi-kondisi tertentu
yang memperbolehkan pemerintah ikut campur dalam penetapan harga, karena
pada masa sekarang ini mekanisme pasar juga seringkali tidak berjalan dengan
baik, dalam keadaan spérti ini perlu, sekali adnya intervensi pemerintah ke dalamA
pasar agar harga menuju pada posisi yang diharapkan. Ada tiga fungsi dasar

dalam meregulasi harga, yaitu:

* Abdut Jalil dkk, Fikih Rakyat ( Pertautan Fikih dan Kekuasaan) (Yogyakarta: LKiS,
2000). him. 99. .

2! Muhamad Ibn Ismail, Subulus salam, (Cairo; Dar- al Manar 1422H/ 2002 M), I1I:. 31.
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1. Harus menunjukkan fungsi ekonomi yang berhubungan dengan
peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat

miskin melalui alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi.

2. Harus menunjukkan fungsi sosial dalam memelihara keseimabangan

sosial antara masyarakat kaya dan miskin.

3. Harus menunjukan fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariah
Islam khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi (keadilan

kejujuran serta kemaslahatan).”

Dalam kaidah usul fikih:

Fialiadl bsie e Il o Al oy

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap tindakan atau
kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat
dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan
suatu kebaikan sebab pemimpin adalah pengemban amanat penderitaan rakyat
(umat) dan untuk itulah ia sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka serta harus

memperhatikan kemaslahatannya.”

2 M.B.Hendri Anto. Pengantar Ekonomika Mikro Islam, him. 290.

* Al- Imam Jalaludin Abdurrahman al- Syuyuti, “al- Asybah wa al- Nazait fi Qawaid wa
Fury” Fighi al- Syafi’ie;” (Beirut: Dar al- Fikr al- Ilmiah, 1990), hlm. 121.

** Imam Musbikin, Qawaid al-Fighivah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), him.
124. )
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Sebagaimana keterangan tersebut bahwa pemerintah mempunyai hak dan
kewajiban untuk ikut dalam intervensi harga, maka hal yang harus menjadi
pegangan bagi pemerintah adalah prinsip keadilan, untuk mengupayakan agar
harga tersebut kembali kepada harga yang adil, wajar serta harga pasar. Oleh
karena itu perlu adanya suatu bentuk musyawarah dalam perumusan pembentukan

harga dengan suatu ketetapan undang-undang sebagi pijakan hukum.

Firman Allah SWT:
,*Elc U‘S}'SBCJAJQ \533)4&\ Q@Jjwjeé)ﬁ’w\je@icdcu

5 (i glall g i o

Maka keputusan tersebut harus disesuikan dengan kondisi dan kemampuan
rata-rata warga negara dengan mempertimbangkan mekanisme/kondisi pasar agar

tidak terjadi distorsi pasar, yang hal itu akan berakibat pada ketidakadilan harga.

Prinsip vang paling mendasar dalam menjalankan kebijakan adalah keadilan.

2 Ali- tmran [3]: 159
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Sgbagaimana dalam Firman Allah SWT:
il o il O el 5 S agaa U3y ity Ul Uk )
o s (po di) alealg ulill adlie s 2008 (uly 48 apaal W3 5 el
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Keadilan merupakan hasil aktivitas sektoral, artinya keadilan itu menuntut
bahwa suatu peraturan haruslah memenuli hasrat individu dan memberikan jalan
pagi penyaluran hasrat individu dan memberikan jalan bagi penyaluran
kecederungannya dalam batas-batas yang tidak merugikan masyarakat, sebagai
imbalan atas usaha daam kegiatannya. Oleh karena itu keadilan merupakan prinsip

yang mendasaryang harus dipegang.

% Al-Hadid [57]: 25
27 Al- Nisaa™ [4]: 58.

28 Al- Nahl {16]:90
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Keadilan sosial tak selamanya tak sesuai dengan kemauan individu, sebab
keadilan itu merupakan keadilan untuk individu dan masyarkat. Kehendak
individu mestilah harus disesuiakan dengan jalan tengah antara kepentingan
individu dan kepentingan masyarakat, agar keadilan dapat terlaksana dalam segala
pentuk dan corak kehidupan, seperti kepemilkan, efesisensi ekonotin dai stabilitas
pertumbuhan ekonomi sedang hasil akhinya adalah peningkatan kesejahteran

sosial®.

Keadilan sebuah tanggung jawab moral terhadap semua anggota
masyarakat. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk diurus pemerintah.
Baitul Maal (harta kolektif) bertindak sebagai penyangga ekonomi rakyat yang
harus disubsidikan kepada fakir, orang jompo, anak yatim dan pengangguran dan

yang paling pokok adalah realiatas kesejahteraan sosial.dan tidak ada

diskriminatif>®

Pada prinsipnya kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan berbagai
masalah yang menimbulkan distorsi pasar sehingga harga dapat kembali atau
setidaknya mendekati tingkatan dalam mekanisme pasar yang kompetitif dan
melindungi_kepentingan-kepentingan yang lebih luas. Kepentingan masyarakat

luas harus Tebih”diutamakan dari pada kepentingan ‘yang lebih kecil,’! serta

® Sayvid Qutub, Keadilan Sosial dalam Islam, alih bahasa Afif Muhamad (Bandung:
Pustaka, 1994), him. 103.

* 1bid., him.104.

31 M.B Hendri Anto, Pengantar Ekonomika Mikro Islam, hlm. 333.
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* melakasanakan dengan memelihara nilai keadilan untuk menghindari unsur-unsur

kesempatan dalam kesempitan.

Prinsip keadilan dan Maslahat sebagaimana dijelaskan di atas dalam
pemakainnya dalam ruang lingkup yang luas, memberikan kepada imam
(pemerintah) wewenang yang mutlak untuk mengatasi masalah-maslalah sosial
kemasyarakatan. Sebagian dari wewenang tersebut adalah wewenang untuk
membebankan kewajiban terhadap harta yang dimiliki oleh orang-orang kaya,
tanpa batas dan syarat apapun, selain untuk memelihara kepentingan umum umat

dan menegakkan keadilan sosial sepemlhnya.’2

Oleh karena itu pemerintah berkewajiban terlibat penuh dalam menjaga
dan mengembangkan moral pelaku ekonomi, disebabkan oleh penekanan Islam
pada pelaku ekonomi atau manusia dalam mewujudkan kesejahteraan di bidang
ekonomi, bukan pada mekanisme pasar atau pada negara. Moral dan etika dalam
berusaha jelas merupakan kunci dari prilaku pasar atau prilaku pemerintah yang
tercipta. Tanpa moral dan etika prilaku pasar dan pemerintah tidak akan

terkendali.

2 Sayyid Qutub, Keadilan Sosial dalam Islam, him. 200.

3 yusmaliani dkk, Kebijakan Ekonomi dalam Islam, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005),
rim. 40. :
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F. Metode Penelitian
a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka yaitu penelitian dengan cara
menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan dan menjadikan data yang diperoleh
dari berbagai sumber tertulis (artikel maupun opini) tentang kebijakan pemerintah
dalam menetapkan harga BBM tahun 2005 untuk dideskripsikan dan dikaji secara

mendetail ditinjau dari etika hukum Islam.
b. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat preskripktif. yaitu riset terhadap masalah yang
diselidiki untuk memberikan penilaian terhadap masalah yang diselidiki dengan

ukuran-ukuran dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. H

Dalam penelitian ini, data dipilih, disusun item-item spesifikasinya yang
berkaitan dengan kebijakan mengenai BBM, kemudian diteliti sehingga dapat

memberikan jawaban bagi masalah yang dibahas.
¢. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-
normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk untuk melihat obyek hukum karena
menyangkut dengan produk perundang-undangan, yaitu mengenai Peraturan

Presiden No 55 tahun 2005 terhadap kebijakan pemerintah dalam penetapan harga

* Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan
dan Kebudavaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 787.
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BBM. Sedangkan pendekatan normatif untuk melihat dan memahami kebijakan
pemerintah dalam menetapkan harga BBM tahun 2005 dengan menggunakan

prinsip-prinsip, asas-asas atau kaidah-kaidah yang ada dalam hukum Islam
d. Pengumpulan Data

Dalam kajian kepustakaan ini penyusun mengumpulkan data dari berbagai
siunber di antaranya dari buku-buku, artikel-artikel (baik yang ada di internet
maupun dalam surat kabar), jurnal, penelitian ilmiah dan dari data-data BPS yang
sudah jadi dan juga prroduk perundang-undangan yang berkaitan dengan

kebijakan pemerintah mengenai penetapan harga BBM.

e. Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan cara berfikir induktif dan
deduktif. Induksi merupakan analisis data dari kebijakan pemerintah dalam
menetapkan harga BBM tahun 2005, untuk menentukan kesimpulan umum dan
deduksi merupakan analisis berdasarkan kaidah-kaidah atau asas-asas hukum
Islam yang dijadikan alat untuk menilai prilaku hukum yang berkaitan dengan
kebijakan pemerintah dalam-menetapkan harga untuk menjawab permasalahan
yang diteliti, yaitu kebijakan pelﬁerintah dalam penetapan harga BBM ditinjau

dari etika hukum Islam.



19

G. Sistematika Pembahasan.

Skripsi yang berjudul kebijakan pemerintah dalam penetapan harga bahan
bakar minyak tahun 2005 ditinjau dari etika hukum Islam ini terdiri dart lima bab

yang saling berkaitan.

Bab satu, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok
masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teroritik, metode
penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada

subtansi penelitian ini.

Bab kedua, mengeksplorasi tentang keadaan dan gambaran produksi
minyak di Indonesia serta menguraikan dasar kebijkan mengenai BBM sebagat
energi nasional. Hal ini untuk memberikan gambaran umum mengenai kebijakan
pemerintah dalam menetapkan harga BBM dan hal ini biasanya menjadi polemik

perdebatan di antara para pakar ckonomi serta politik.

Bab ketiga. menguraikan prinsip maslahat dan keadilan sebagi rasionalitas
kebijkan pemerintah dalam menetapkan serta memutuskan harga BBM serta
bagaimana suatu harga yang adil terbentuk dalam etika hukum Islam sebagai

perbandingan dalam imenetapkan harga BBM.

Bab keempat, menganalisa kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga
BBM, bagaimana analisis penghapusan subsidi BBM dan defisit APBN, serta

seperti apa ketentuan harga yang adil dalam Islam.
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Bab lima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
Kesimpulan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada pada

pab satu.






BAB YV

PENUTUP

A. I?e’simpulan.

Setelah menguraiakan kebijakan pemerintah terhadap penetapan harga

bahan bakar minyak tahun 2005 dalam tinjauan etika hukum Islam dan sekaligus

jawgban dari pokok permasalahan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan

sehagai berikut:

1.

(8]

Pada dasarnya bentuk dan ketentuan penetapan harga bahan bakar minyak
serta hal-hal yang berkaitan dengannya (seperti penghapusan subsidi dan
pemberian dana kompensasi) itu ditentukan oleh administrsi pemerintah
dan bukan melalui mekanisme pasar. Walaupun pemerintah dikatakan
sebagai monopoli, akan tetapi hal itu bukan untuk mencari keuntungan
laba maksimal serta digunakan untuk menjalankan nilai sosial,
sebagaimana yang dikehendaki dari Pasal 33 UUD 1945.

Bahwa dalam kajian fikih hak intervensi pemerintah dalam penetapan
harga harga-bahan bakar minyak, adalab merupakan suatu kewajiban,
karena sumber daya energi (Barang tambang) merupakan barang kolektif,
artinya pemerintah berhak  untuk ymengaturnya sérta mengelola dan
hasilnya diserahkan pada anggaran negara dan digunakan untuk
kepentingan umum

Bentuk kesesuain pemerintah dalam menegakkan prinsip keadilan adalah
mengenai harga bahan bakar minyak. Bahwa ketentuan harga itu harus

equivalen/sejajar dengan dengan naik turunnya harga minyak mentah
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dunia, maka hal tersebut merupakan sebuah keadilan harga antara dalam '
negeri dan luar negeri. Dan bentuk dari kemasalahtan itu sendiri adalah
adanya program kompensasi BBM untuk rakyat miskin, yang merupakan
pengganti karena kenaikan tersebut.

Bahwa keputusan kebijakan pemerintah itu semua merupakan bentuk dari
keadilan sosial yang ingin dicapai demi Kkepentingan umum
(kemaslahatan), sebagaimana yang tercantum dalam kaidah usul fikih:

Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus didasarkan kemashlahatan.

Ada beberapa saran untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini:
Penelitian ini sangatlah sederhana dan kurang valid dalam mengambil
data maupun dalam menganalisis, masih banyak hal-hal yang belum saya
ketahui mengenai harga bahan bakar minyak. karena penyusun belum
menguasai sepenuhnya terhadap ketntuan-ketentuan yang berhubungan
giengan hal yang saya teliti, baik itu mengenai kebijakan dalam Pertamina
maupun dalam penguasaan hukum Islam.

Segera. benahi format kebijakan harga bahan bakar minyak menuju
kebijakanharga yang terintregasi dengan kebijakan energi nasional sesuai
daya beli masyérakat dan struktur pasar. Dan perlunya peninjauan ulang
mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak.

Perlunya untuk menghapus hutang. baik itu pinjaman dalam negeri

maupun luar negeri karena hal itu akan menghambat pembangunan
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nasional. Dan pemerintah harus efesien  dalam pembelanjaan-
pembelanjaan yang kurang bermantaat (tidak boros)

. Rakyat Indonesia harus berfikir jernth dalam menyikapi kebijakan
kenaikan harga bahan bakar minyak, agar tidak selalu mencela setiap
pemimpin (sebagai pelaku kebijakan) karena menaitkan BBM. Serta
pemerintah harus berfikir, di mana jika rakyat mengalami kesulitan

ekonomi.
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LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

No

Him

Foot
Note

Terjemah T

BAB 1

(V4]

Hai Orang- Orang yang berman, hendaklah kamu jadi
orang- orang yang selalu menegakkan kebenaran karena
Allah, menjadi saksi dengar. adil. Dan janganiah sekili- |
sekali kebencianmua terhadap suatu kaum, mendo-cng
kamu tidak berlaku adil.

10

21

‘Madinah. Maka umat Islam mengadu kepada Rasul: ya

Pada masa Rasulullah, haiga membumbung tinggi di

Rasulullah, harga naik, tentukanlah harga pada kami,
jawab Rasul: Sesungguhnya semua persoalan ada
ditangan Allah, dia yang memberi peluang, memberi rizki
dan menentukan harga . sesungguhanya aku bermohon
semoga aku bertemu Allah SWT dan tidak ada seorang
pun yang menuntut akau karena kezalimanku kepadanya,
baik nyawa maupun harta.

10

22

Kebijakan imam (pemimpin) terhadap rakyatnya itu herus |
dihubungkan dengan kemashlahatan.

10

24

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku
lemah lembut terhadap merak. Sekiranya kamu beriikap
keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri
dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah
mereka.mohonkanlah ampun bagi mereka. Dan
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian apabila kamu tclah membulatkan tekad, maka
bertawakallah kepada, Allah. , Sesunguhnya menyukai
orang- orang yang bertawakal kepada- Nya.

11

23

‘Sesungguhnya kami telah mengutus rasul- rasul kami

/| turunkan bersama mereka al- kitab dan neraca (keadilan)

dengan membawa bukti- bukti yang nyata dan telah kami

supaya manusia dapat melaksanakan keadilan

11

26

Ssesunggunya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amnat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh
kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia
supaya kamu menetapkan yang adil.

12

27

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan
berbuat kebajikan, memberi pada kaum kerabat, dan Allah
melarang dari perbuatan keji, kemunkaran dan
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran.




BAB II

BAB III

41

Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah pada
Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota- kota maka
adalah untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, anak- anak
yatim, orang- orang miskin dan orang- orang yang ada
dalam perjalanan supaya harta itu jangan beredar di antara
orang- orang kaya saja di antara kamu. Apa yeng
diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa
yang dilarangnya bagimu mka tinggalkanlah; dan
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya snagat keras
hukuman-Nya.

46

18

Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa y.ng
paling baik di antranya, mereka itulah yang diberi /llah
petunjuk dan mereka itulah orang- orang yang
mempunyai akal.

10

55

41

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: |
Sesungguhnya aku hendak menjadikan ktalifah di m-ika
bumi.

11

55

42

Dan aku tidak menciptaken jin dan manusia supiya
mereka menyembah- Ku

12

56

45

Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu
saja (fanpa pertanggung jaweban)

56

46

Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk
(menjadi) rahmat bagi semesta alam.

14

57

48

(beberpa hari yang telah kami tentukan) Bulan Ramachan,
bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-
Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-
penjelasan .mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara
hak dan yang bathil), karena itu, barang siapa diantara
kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu
maka hendaklah ia puasa pada bulan itu “dan barang siapa
sakit atau dalam peerjalan (lalu ia berbuka), maka
(wajiblah baginya berpuasa) sebanyak ‘hari yang ia
tinggalkan itu pada hari- hari yang lain. Allah
menghendaki kemudahna bagimu, dan tidak menghendaki
kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupxan
b‘langan dan hendaklah kamu mengagungkan Alah atas
petunjuk- Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu
bersyukur.

15

58

49

Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur’an, agar kamu
meneranhkan kepada umat manusia apa yang telah
diturunkan kepada mereka




16

58

50

Bahwasannya tidak sekali- kali Nabi dihadapkan pada dua
pilihan, kecuali beliau memilih yang lebih mudaly/ ringan
selama bukan merupakan perbuatan dosa.

17

51

Agama itu adalah nasihat “kami bertanya “bagi siap ya |
Rasulullah” beliau menjawab: Bagi Allah, Kitab- kitab-
Nya, Rassul- rasul- Nya imam- imam kaum muslimin dan
bagi seluruh kaum muslimin.

60

‘menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu niscaya Allah

Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan orang
mkmin di dunia maka Allah akan melepaskan kesusuahan
pada hari kiamat, dan barang siapa yang memudahkan
orang yang mendpatkan kesuliatan niscaya Allah akan
memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat.
Dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya niscaya
niscaya Allah akan mneutupinya di dunia dan akhirat.
Dan Allah senatiasa menolong hamba- Nya selama
hamba- Nya menolong saudaranya. Barang sidpa yang

akan memudahkan baginya jalan menuju surga.

19

61

55

Cukup sepetiga dan sepertiga itu sudah banyak, lebih baik
engkau meninggalkan keluarga yang bercukupan daripada
keluarga miskin yang meminta- minta dan menjadi behan
orang lain.

20

62

57

Wahai pemuda! Barang sipa di antara kamu mampu
membiayai kehidupan rumah tangga, hendaklah menil ah;
sebab hal itu akan lebih memelihara mata dari kehorm- tan
dan barang siapa belum mampu hendaklah berpuasa.
Karena puasa itu akan menjadi perisai.

21

63

61

Wahai segala mereka yang beriman, hendaklah kamu
menegakkan perintah- perintah Allah dengan adil, dan
hendaklah kamu menjadi saksi dalam msegala ripa
perkara, karena Allah, walaupun,terbadap dirimu, ibu
bapakmu-atau Kerabat- kerabatmu' yang ‘dekat. Jika ibu .
bapakmu orang kaya ataupun orang papa, maka A'lah
lebih patut memperhatikan keadaannya.-Janganlah kamu
mengikuti hawa nafsumu, sehingga kamu tidak berlaku
adil. Dan jika kamu memutarkan kata atau berpaling (tak
mau menjadi saksi ) maka bahwasannya Allah itu
mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

22

63

62

Allah- lah yang menurunkan kitab dengan (membawa)
neraca (keadilan) dan tahukah kamu boleh jadi hari itu
(sudah) dekat.

23

63

63

Sesungguhnya kami telah mengutus rasul- rasul kami
dengan membawa bukti- bukti yang nyata dan telah kami
turunkan bersama mereka al- kitab dan neraca (keadilan)
supaya manusia dapat melaksanakan keadilan

HI



24

65

69

Dan telah diperintahkan daku supaya berlaku adil
antara kamu.

25

63

70

Tujuh ornag dinaungi Allah dalam naungan-Nya di hari
tak ada naungan selain naungan- Nya. 1) Kepala Negara
yang adil, 2) Pemuda yang hidup dalm berbakti
(beribadat) kepada Allah, 3) Orang yang hatinya
(jiwanya) bergantung di masjid, 4) Orang- orang yang
berkasih- kasihan karena Allah dan berjauhanpun karena-
Nya. 5) Orang yang diajak perempuan cantik jelita dan
yang mempunyai kedudukan tinggi untuk berzina, maka
ia menjawab: “saya takut karena Allah”, 6) Orang yang
memberi sedekah kepada fakir miskin dengan tangan
kananya dan disembunyikannay sehingga tidak diketahui
oleh tangan kirinya apa yang telah diberikan oleh tangan

kananya, 7) Dan orang yang menyebut (ingat) akan Allah.|. ..

di waktu bersendiri, lalu berlinang;lah air matanya,”

26

66

71

“Tiga orang tidak ditolak doanya, 1) Orang yang sedang
berpuasa, sehingga ia berbuka, 2) Kepala Negara yang
adil, 3) Orang yang teraniaya. Allah mengangkat dou
mereha ke atas awan dan dibuka doa untuk segala langit,
seraya Allah berkata:” Demi kebasaran- Ku, sungguh
akau akan menoilong engkau  (wahai orang yang
menyeru), walaupun pertolongan- Kalau itu, aku berikan
sesuatu mas kelak”.

27

66

72

Tak ada seorang hamban pun yang Allah serahkan
kepadanya sesuatu urusan rakyat, melainkan Allah
haramkan surga baginya

28

66

73

Pemerintahan (Orang yang menjalankan syari’at Allah )
dipandang naungan Allah di .nuka bumi dari hamba-
hamba Allah. Kepadanyalah kembali segala orang- orang
yamg teraniaya. Maka ika yang berkuasa itu adil ia
memperol¢h ' pahala dan' rakyat wajib mensyukurinya.
Akan tetapi jika yang berkuasa itu berlaku curang, ¢ tau
menganiaya rakyatnya, berdosalah ia dan wajiab atas
rakyat bersabar, menanti ketika yang baik. Sebenarnya
apabial para penguasa berlaku curang, kemaraulah largit,
dan apabila zakat ditahan , tidak diberikan, maulah
binatang ternak. Dan apabila zian berkembang dalam
suatu masyarakt, berjangkitlah kepapaan dan kemiskinan
dan apabila bertanggung jawab Sesutu yang harus
dipertanggungjawabkan  tidak  dilakukan, tuhanpun
memberikan kepada orang- orang kafir untuk mengt 13al
rakyat itu. :

29

67

75

Dan apabila kamu berkata hendaklah kamu berlaku idil
kendatipun dia adalah kerabaaatmu.

v




30

68

79

Sesungguhnya Allah (menyuruh) kamu berlaku dan
berbuat kebajikan.

31

69

83

Tic'ak boleh membuat madharat pada diri sendiri dan tidak
memadharatkan orang lain.

32

74

92

Bahwasannya seorang yahudi datang mengajukan
permohonan kepada Nabi SAW, dengan membawa 300
gandum dan kurma basah. Naikkanlah satu mud satu
ditham dengan mud Nabi. Sedangkan pada waktu itu
orang- orang butuh makanan itu, bahkan sebelumnya
mereka sudah tertimpa kelaparan, padahal mereka tidak
menemukan makanan selain itu, maka Nabi didatangi
mereka sambil menagdukan atas kenaikan harga tersebut

33

74

93

Tentukanlah harga makanan (kebutuhan pokok) pada
kami, Nabi menjawab: sesungguhnya kenaikan
penurunanharga hanya digenggaman Allah.
Sesungguhnya aku bermohon semoga aku bertemu Allah
dan tidak ada seorang pun yang menuntut aku karena
kezalimanku di hadapannya baik harta maupun nyawa.

34

74

94

Dari Anas bin malik ra, berkata: umat Islam mengadu :
wahai Rasul, harga naik, tentukanlah harga pada kami ,
rasul menjawab sesungguhnya Allah yang menentukan
harga dan meluskan rizki. Sesungguhnya aku bermohon
semoga aku bertemu Allah dan tidak ada seorang pun
yang menuntut aku karena kezalimankau di hadapannya
baik harta maupun nyawa.

35

77

100

Kalau kiranya Al- Qur’an itu bukan disisi Allah, teentulah "~

mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.

BAB IV

36

95

27

Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus didasarkan
kemashlahatan,

37

95

30

Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.

38

96

33

Mendahulukan kepentingan masa depan. yang kuat atas

| kepentingan kekinian.

39

96

34

Mendahulukan kepentingan yang banyak atas kepentingan
yang sedikit.

40

96

Mendahulukan kepentingan sosial atas kepentingan
individual

41

97

Suatu bahaya sedapat mungkin harus disingkirkan

42

97

Kerusakan yang bersifat sementara diampuni demi
kemaslahtan yang sifatnya berkesinambungan

43

103

Berhati- hatilah dalam berhutang, sesugguhnya berhutang
itu suatu kesedihan pada malam hari dan kerendahan diri

(kehinaan) di siang hari.




44

104

34

Utang adalah berdera Allah di bumi. Apabila Aliah

hendak menghinakan seseorang, maka diletakanuya |

hutang di pundak orang itu.

4

45

104

55

Sesungguhnya Rasuullah SAW bersabda: penangguhan
membayar hutang oleh orang kaya adalah perbuatan
zalim. Apabila salah seorang di antara kamu ikuti orang
kaya maka hendaklah mengikutinya.

46

107

64

Sesuatu di mana tanpa sesuatu kewajiban tidak dapat
terpenuhi, maka sesuatu itu hukumnya wajib
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LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA
(Al-Ghazali
Beliau adalah tokoh pembaharuan yang pemikirannya menjadi obyek penelitian.
Nama lengkapnya adalah Hujjah al-Islam al-Imam al-Jalil Zain ad Din Abu
Hamid Muhamad bin Muhamad bin Ahmad al-Gazali at-Tusi- asy-Syafi’i. al-
(3azali lahir di Tabaran salah satu di wilayah Tus. Pada tahun 450 H, Tus adalah
kota besar di kedua di Khurasan setelah Naisabur, sehingga nama al-Gazali secara
populer dinisbatkan pada at- Tusi. Beliau dikenal sebagai Hujjah al-Islam, yang
berarti pembela Islam, diberikan oleh dunia Islam atas kegigihan dan jasa-jasanya
dalm membela Islam dari gencarnya gempuran arus pemikiran — pemikiran yang
dikhawatirkan dapat mengancam eksistensi Islam yang muncul dari kalangan
filosof, mutakalimin, batiniyah dan sufi. Al-Gazali ahli dalam semua cabang ilmu
keagamaan. la dikenal sebagai ulama yang handal dibidang wusu/ ad- Din (ilmu
kalam). usa/ fikih, fikih, jidal, mantik (logika), hikmah, dan tasawuf. Di antara
guru yang paling berjasa membina al-Gazali enjadi ahli fikih dan usul fikih adalah
Imam Haramain. | Banyak karya vang ditinggalkan al- Gazali dalam berbagai
cabang ilmu keagamaan, tapi karya yang paling monumental adalah laya UIfnn al-
Din. Al-Gazali wafat pada tahun 505 H di kota kelahirannya.
Asy- Syatibi
Nama lengkapnya Abu [shak Ibrahim Ibn Musa al-Gharnati asy-Syatibi, tanggal
dan tahun kelahiran serta latar belakang kehidupan keluarganya belum banyak

diketahui, yang jelas keluarganya berasal dari kota Syatibah (Jativa). Dalam
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meniti pengembangan intelektualitasnya, asy- Syatibi sejak kecil belajar tekun, ia
mendalami berbagai ilmu, baik dalam bentuk wlum al- wasail wa ulum al-
maqasid (metode maupun esensi dan hakikat sehingga ia memiliki berbagai
disiplin ilmu. Asy-Syatibi adalah seorang ahli bahasa, ahli tafsir, ahli debat, ahli
fikih, disamping itu juga sebagai ulama usul fikih. DBanyak kaiya yang
ditinggalkan, akan tetapi karya yang besar adalah al-Muwafaqat. Dan karya ini
yang sudah tersebar di Indonesia. Asy- Saytibi meninggal pada tahun 790 H.

Ibnu Taimiyah

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqi al-Din Ahmad bin Abd al-Halim.
Beliau lahir di Haran, 22 Januari 1263 M (10 Rabiul al-Awwal 661 H). ayahnya
penlalna Abdul Halim dan kakeknya, Fahrudin yang merupakan ulama besar dari
Mazhab Hambali. latar belakang pendidikan Ibnu Taimiyah secara esensial
berpijak pada teologi dan nasehat hukum Mazhab Hambali. Gurunya bernama
Syamsudin al- Maqdisi, mufti dari Mazhab Hambali. Dalam berbagai pendapatnya
beliau seringkali mengutip dari berbagai mazhab yang empat, dan dalam berbagai
masalah, seringkali pandanganya berbeda dengan keempat mazhab 1tu
Kenyataanya, beliau mérupakan seorang pemikir orisinal (Muwjtahid) yang tak
sekedar mengikuti keempat mazhab. Beliau ahli- dalam berbagai.bidang, terutama
dalm ilmu' syari’at dan ilmu pengetahuan rasional. salah satu penentang keras
beliau pada masa hidupnya adalah mufti Subki. Ibnu Taimiyah dikenal sangat
pemurah dan hatinya baik terhadap orang miskin dan mereka yang membutuhkan
pertolongén. Karya yang terkenal adalah Majmuk Fatawa, beliau wafat tahun

1311 M
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Lampiran IV

CURICULUM VITAE
Nama : Muhamad Fadhil
Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 22 Agustus 1982.
Alamat Asal . Kiyangkongrejo Rt 01/02, Kutoarjo, Purworejo, Jawa
Tengah.
Alamat di Yogyakarta : PP. Nurul Ummah, JI. R. Ronggo 982 Kotagede
X Yogyakarta
Nama Orang Tua
Ayah . H.Ustadzi
fbu - Hj. Munjiyah.
Pendidikan Formal
1. SD N Kiyangkongrejo Kutoarjo Purworejo (1989-1995)
2. MTs Al-Islam Jono Bayan Purworejo (1995-1998)
3. MAKN Yogyakarta I (1998-2001)

4. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001- )

Pendidikan Non-Formal:
1. PP. Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta
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